WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM EVALUASI
RANCANGAN QANUN KAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KAMPONG DAN RANCANGAN QANUN KAMPONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
KAMPONG PERUBAHAN KEPADA CAMAT

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang: a. bahwa untuk efesiensi pelaksanakan Evaluasi Rancangan
Qanun Kampong tentang APB Kampong dan Rancangan Qanun
Kampong tentang APB Kampong Perunahan, Walikota
Subulussalam telah mendelagasikan kewenangannya kepada
Camat, dalam proses pelaksanaan pendelagasian dimaksud
tidak berjalan efektif sehingga perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Walikota Subulussalam Nomor S Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Kewenangan Walikota dalam Evaluasi Rancangan
Qanun Kampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampong dan Rancangan Qanun Kampong tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Kampong Perubahan Kepada Camat,
Walikota dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan
dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pencabutan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota dalam
Evaluasi Rancangan Qanun Kampong tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampong dan Rancangan Qanun
Kampong tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampong
Perubahan Kepada Camat;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor1O0);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM EVALUASI
RANCANGAN QANUN KAMPONG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPONG DAN RANCANGAN QANUN
KAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
KAMPONG PERUBAHAN KEPADA CAMAT

Pasal 1

Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Kewenangan Walikota dalam Evaluasi Rancangan Qanun Kampong tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong dan Rancangan Qanun Kampong
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong Perubahan Kepada Camat
(Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 10 Januari 2019 M
== 4 Jumadil Awal 1440;1/

SSWALIKOTA SUBULUSSALAM,
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/MERAH SARTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 11 Januari 2019 M
9 Jumadil Awal 1440 H

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 10



